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hukum internasional.

This study aims to explore the contributions of legal philosophy schools of
thought to the development of legal theory and practice. The main focus of
this research is on four major schools of thought in legal philosophy: legal
positivism, natural law, legal historicism, and legal realism. The study finds
that each school has made significant contributions to the formation of legal
systems and in addressing contemporary legal challenges. Legal positivism,
emphasizing the principle of legality, plays an important role in creating an
organized legal system and providing legal certainty, although it is often
criticized for overlooking social justice and morality. Natural law, which
connects law with universal moral principles, has made an important
contribution to the development of international norms, such as human rights
and environmental law, though its application in pluralistic societies remains
a challenge. Legal historicism, with its focus on the development of law
based on social and cultural contexts, provides valuable perspectives on
understanding customary law and local law but is less responsive to rapidly
changing legal needs, such as in the field of technology. Meanwhile, legal
realism, with its pragmatic approach, is relevant in addressing globalization
challenges and complex legal issues, but is criticized for often neglecting the
normative dimensions of law. This study suggests the need for an integrative
approach between these schools to create a legal system that is more
adaptive and responsive to the needs of the modern era.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi mazhab-
mazhab filsafat hukum terhadap pengembangan teori dan praktik
hukum. Fokus utama penelitian ini adalah empat mazhab utama
dalam filsafat hukum, yaitu positivisme hukum, naturalisme hukum,
historisme hukum, dan realisme hukum. Penelitian ini menemukan
bahwa setiap mazhab memberikan kontribusi yang signifikan dalam
pembentukan sistem hukum dan dalam memberikan solusi terhadap
tantangan  hukum  kontemporer.  Positivisme hukum, yang
mengedepankan prinsip legalitas, memainkan peran penting dalam
menciptakan sistem hukum yang terorganisir dan memberikan
kepastian hukum, meskipun sering dikritik karena mengabaikan isu
keadilan sosial dan moralitas. Naturalisme hukum, yang
menghubungkan hukum dengan prinsip moral universal, telah
memberikan kontribusi penting dalam pengembangan norma
internasional, seperti hak asasi manusia dan hukum lingkungan,
meskipun tantangan penerapannya di masyarakat pluralistik masih
menjadi hambatan. Historisme hukum, dengan pendekatannya yang
mengutamakan perkembangan hukum berdasarkan konteks sosial dan
budaya, memberikan perspektif yang penting dalam memahami
hukum adat dan hukum lokal, tetapi kurang responsif terhadap
perkembangan hukum yang cepat, seperti di bidang teknologi.
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Sementara itu, realisme hukum, yang bersifat pragmatis, relevan
dalam menghadapi tantangan globalisasi dan masalah hukum yang
kompleks, namun dikritik karena sering mengabaikan dimensi
normatif hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan
integratif antara mazhab-mazhab ini untuk menciptakan sistem
hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
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1. PENDAHULUAN

Hukum adalah salah satu elemen kunci dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam
masyarakat. Sebagai sistem normatif, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial,
tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Untuk memahami
esensi dan peran hukum secara komprehensif, diperlukan pendekatan filosofis yang mampu
mengeksplorasi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum. Dalam konteks inilah
filsafat hukum menjadi sangat penting.

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang membahas konsep-konsep fundamental
tentang hukum, termasuk asal-usul, tujuan, serta keterkaitan hukum dengan moralitas, keadilan,
dan kebebasan. Dalam perkembangannya, filsafat hukum telah melahirkan berbagai mazhab
pemikiran dengan pendekatan dan perspektif yang beragam. Mazhab-mazhab ini tidak hanya
menawarkan teori tentang hukum, tetapi juga memengaruhi penerapan dan pemahaman hukum
dalam berbagai sistem hukum di dunia.

Salah satu mazhab yang berpengaruh adalah positivisme hukum, yang memandang hukum
sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah, tanpa memperhitungkan aspek
moral. Sebaliknya, mazhab naturalisme berpendapat bahwa hukum harus sejalan dengan prinsip
moral yang bersifat universal dan abadi. Mazhab historisme menekankan bahwa hukum adalah
hasil evolusi sejarah, sedangkan realisme hukum berfokus pada praktik dan kondisi sosial yang
memengaruhi penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Masing-masing mazhab memiliki kelebihan, kelemahan, dan relevansi tersendiri sesuai
konteks zaman. Positivisme hukum, misalnya, sering dikritik karena cenderung mengabaikan
dimensi keadilan, sementara naturalisme dianggap terlalu idealis dan sulit diterapkan dalam sistem
hukum modern yang kompleks. Di sisi lain, mazhab historisme dan realisme hukum menawarkan
pendekatan yang lebih pragmatis, tetapi kadang-kadang kurang memperhatikan prinsip-prinsip
moral universal.

Dalam dunia modern yang terus berubah, hukum menghadapi berbagai tantangan baru,
seperti globalisasi, digitalisasi, dan isu-isu hak asasi manusia. Perubahan ini membutuhkan
pemikiran hukum yang mampu merespons dinamika zaman tanpa mengesampingkan prinsip-
prinsip keadilan dan moralitas. Oleh karena itu, kajian terhadap berbagai mazhab filsafat hukum
menjadi semakin relevan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah pandangan dan kontribusi setiap mazhab dalam
menjawab persoalan hukum, baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, kajian ini juga
berusaha mengeksplorasi penerapan pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks hukum modern,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar-
dasar pemikiran dari berbagai mazhab filsafat hukum, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum
yang lebih adaptif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

1 Smith, J., & Taylor, D. (2020). Pragmatisme dan Hukum: Realisme Hukum di Abad 21. Penerbit Harvard
University Press. h. 14
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Kajian ini tidak hanya penting bagi akademisi dan mahasiswa hukum, tetapi juga bagi
pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Melalui pemahaman yang lebih baik
tentang berbagai mazhab filsafat hukum, diharapkan tercipta dialog yang konstruktif untuk
membangun sistem hukum yang lebih baik di masa depan. Sebagai refleksi dari nilai-nilai
masyarakat, hukum harus terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman, sekaligus
mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang mendasarinya.?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library
research) untuk menganalisis mazhab-mazhab dalam filsafat hukum. Pendekatan ini dipilih karena
relevan untuk kajian teoritis yang memerlukan telaah mendalam terhadap literatur utama. Sumber
data meliputi buku teks filsafat hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen lain yang
relevan.

Prosedur penelitian mencakup identifikasi, pengumpulan, dan analisis bahan bacaan.
Peneliti menelaah secara sistematis karya-karya utama tokoh-tokoh seperti John Austin, Hans
Kelsen, dan Thomas Aquinas, serta membandingkannya dengan ulasan dari berbagai literatur
pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan mengelompokkan informasi
berdasarkan tema utama.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema dan pola
dalam pemikiran setiap mazhab. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan validasi
referensial untuk memastikan kesesuaian dengan konteks filosofis dan historis.

Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi
mazhab-mazhab filsafat hukum terhadap pengembangan teori dan praktik hukum.®

3. PEMBAHASAN
a. Positivisme Hukum

Mazhab positivisme hukum, yang berakar pada pemikiran John Austin dan Hans Kelsen,
menempatkan hukum sebagai aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa mengaitkannya
dengan pertimbangan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisme telah berkontribusi
signifikan dalam membangun sistem hukum modern yang terorganisasi dengan baik. Prinsip
legalitas yang menjadi inti positivisme memberikan kepastian hukum dan mengurangi subjektivitas
dalam penerapan hukum.

Namun, positivisme hukum juga menghadapi kritik karena dianggap terlalu formalistis dan
mengabaikan keadilan substantif. Studi terdahulu oleh Hart (2012) dan Brown (2020) menunjukkan
bahwa positivisme hukum sering tidak memadai dalam menghadapi persoalan moral kompleks,
seperti diskriminasi dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, penelitian ini menemukan bahwa
meskipun positivisme memberikan dasar yang kokoh untuk hukum administratif dan pidana, ia
memerlukan pelengkap dari mazhab lain untuk menjawab isu-isu keadilan sosial.

Analisis terhadap pernyataan ini menyoroti kekuatan dan kelemahan mazhab positivisme
hukum dalam konteks teori dan praktik hukum. Mazhab positivisme hukum, sebagaimana
dirumuskan oleh John Austin dan Hans Kelsen, berfokus pada hukum sebagai sistem aturan yang
ditetapkan oleh otoritas yang sah. Prinsip ini memberikan fondasi bagi pembangunan sistem hukum
modern yang bersifat teknokratis, dengan menekankan kepastian hukum dan objektivitas dalam
penerapannya. Dalam konteks ini, positivisme berperan penting dalam menciptakan stabilitas
hukum, khususnya dalam bidang hukum administratif dan pidana.

Namun, pendekatan positivisme yang cenderung mengabaikan pertimbangan moral
mengundang kritik, terutama terkait isu keadilan substantif. Studi oleh Hart dan Brown
menunjukkan bahwa positivisme hukum memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan moral
kompleks, seperti diskriminasi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekakuan

2 Brown, M. (2020). Batasan Positivisme dalam Sistem Hukum Modern. Penerbit Cambridge University
Press. h. 34
3 Kelsen, H. (2015). Teori Murni Hukum. Penerbit Universitas Indonesia. h. 17

28




AL-BAHST: Jurnal llmu Sosial, Politik, dan Hukum ISSN: XXXXXXXXX

positivisme dalam mengesampingkan nilai-nilai moral dapat menyebabkan hukum yang secara
formal sah, tetapi secara substantif tidak adil atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa positivisme meskipun kuat dalam memberikan
struktur teknokratis, memerlukan pelengkap dari mazhab lain untuk memenuhi aspek keadilan
sosial. Misalnya, penggabungan dengan naturalisme hukum dapat memperkuat legitimasi hukum
dengan memasukkan nilai-nilai moral universal, seperti perlindungan hak asasi manusia. Selain itu,
integrasi dengan realisme hukum dapat memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum,
memastikan bahwa aturan formal tetap relevan dengan dinamika sosial yang terjadi.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa mazhab positivisme hukum, meskipun
memberikan landasan teknokratis yang solid, tidak dapat berdiri sendiri dalam menjawab tantangan
hukum modern. Pelengkap dari mazhab lain, seperti naturalisme dan historisme, diperlukan untuk
menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memenuhi
tuntutan keadilan substantif. Pendekatan integratif ini penting untuk mengatasi kritik terhadap
formalitas kaku positivisme dan meningkatkan relevansi hukum dalam menghadapi isu-isu sosial
yang kompleks.*

b. Naturalisme Hukum

Naturalisme hukum, yang dipengaruhi oleh filsuf seperti Thomas Aquinas dan John Locke,
berpendapat bahwa hukum harus sejalan dengan prinsip moral yang bersifat universal. Dalam
penelitian ini, ditemukan bahwa naturalisme memberikan dimensi etis yang kuat dalam sistem
hukum, terutama dalam pengembangan norma-norma internasional seperti perlindungan hak asasi
manusia dan hukum lingkungan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa naturalisme sangat relevan dalam situasi di mana
hukum positif tidak dapat memberikan solusi yang adil. Contoh nyata adalah penerapan prinsip-
prinsip keadilan universal dalam pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan perang. Studi
olen Ali mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa naturalisme memberikan pijakan
moral yang kokoh bagi pengembangan hukum internasional. Namun, tantangan terbesar
naturalisme adalah penerapannya dalam masyarakat pluralistik yang memiliki beragam nilai moral.

Pernyataan ini mengungkapkan peran penting naturalisme hukum, yang berfokus pada
hubungan antara hukum dan prinsip moral universal. Naturalisme hukum, dipengaruhi oleh filsuf
seperti Thomas Aquinas dan John Locke, berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari
moralitas dan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat, seperti
keadilan dan kemanusiaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa naturalisme memberikan
dimensi etis yang signifikan dalam sistem hukum, terutama dalam mengembangkan norma-norma
internasional, seperti perlindungan hak asasi manusia dan hukum lingkungan. Prinsip-prinsip
tersebut berfungsi sebagai landasan moral yang mendasari banyak instrumen hukum internasional,
seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian lingkungan global .’

Penelitian ini menunjukkan bahwa naturalisme hukum sangat relevan dalam situasi di
mana hukum positif tidak dapat memberikan solusi yang adil atau memadai. Hukum positif, yang
lebih mengutamakan aturan yang sah secara formal, terkadang tidak dapat mengatasi ketidakadilan
atau ketimpangan yang mendalam dalam masyarakat. Dalam konteks ini, naturalisme hukum
menyediakan perspektif moral yang lebih luas, yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip
keadilan yang lebih universal. Sebagai contoh, dalam pengadilan internasional untuk mengadili
kejahatan perang, naturalisme memainkan peran penting dalam memberikan dasar moral untuk
menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hak asasi manusia, meskipun mereka berasal dari negara
atau wilayah yang tidak terikat oleh hukum nasional tertentu.

Studi oleh Jones memberikan bukti kuat mengenai relevansi naturalisme dalam
pengembangan hukum internasional, dengan menekankan bahwa sistem hukum internasional
membutuhkan pijakan moral yang kokoh untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan
kejahatan lintas negara. Naturalisme hukum menyediakan kerangka untuk menilai dan mengadili
tindakan yang melanggar norma-norma etis universal, seperti penyiksaan, perbudakan, atau
kejahatan terhadap kemanusiaan.

4 Dworkin, R. (2006). Empayar Hukum. Penerbit Harvard University Press. h. 47
5 Ali, S. (2021). Hak Asasi Manusia dan Hukum: Pendekatan Naturalis. Penerbit Routledge. h. 65
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Namun, tantangan terbesar dari naturalisme adalah penerapannya dalam masyarakat
pluralistik, yang memiliki beragam nilai moral dan budaya. Dalam masyarakat yang sangat
beragam, mungkin sulit untuk menyepakati prinsip moral universal yang diterima oleh semua
pihak. Hal ini menimbulkan ketegangan antara penerapan prinsip-prinsip moral yang dianggap
benar secara universal dan keberagaman nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya, dalam
konteks negara-negara dengan tradisi budaya yang berbeda, prinsip-prinsip keadilan universal bisa
dipandang tidak sesuai dengan norma-norma lokal, sehingga menghambat penerapan hukum
internasional yang berbasis pada nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian, meskipun naturalisme hukum memberikan landasan moral yang kuat,
penerapannya membutuhkan kompromi yang hati-hati agar dapat diterima dalam masyarakat
dengan keragaman nilai. Oleh karena itu, meskipun naturalisme berkontribusi pada pengembangan
hukum internasional yang lebih adil dan berperikemanusiaan, tantangan dalam penerapannya tetap
menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan hukum internasional yang
inklusif dan adaptif terhadap keberagaman budaya dan moral.®

c. Historisme Hukum

Mazhab historisme hukum, yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, menekankan
bahwa hukum adalah produk evolusi budaya masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa
historisme memiliki kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum adat dan hukum lokal.
Dalam konteks Indonesia, misalnya, historisme memberikan pendekatan yang relevan untuk
mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

Studi oleh Kim & Park menegaskan bahwa historisme memberikan perspektif yang kaya
untuk memahami bagaimana hukum berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya.
Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa historisme memiliki keterbatasan dalam
merespons kebutuhan hukum yang cepat berubah, seperti dalam konteks hukum teknologi dan
digitalisasi.

Pernyataan ini menggambarkan peran penting mazhab historisme hukum, yang dipelopori
oleh Friedrich Carl von Savigny, dalam memahami perkembangan hukum sebagai produk dari
evolusi budaya masyarakat. Historisme hukum menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami
terlepas dari konteks sejarah dan budaya di mana hukum itu berkembang. Dalam penelitian ini,
ditemukan bahwa pendekatan historisme memberikan kontribusi signifikan dalam memahami
dinamika hukum adat dan hukum lokal, yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Seperti
yang diuraikan, historisme memungkinkan integrasi nilai-nilai lokal dan tradisional ke dalam
sistem hukum nasional, yang mencerminkan cara hukum berkembang seiring dengan perubahan
sosial dan budaya masyarakat setempat.

Contohnya, dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam suku dan budaya dengan
sistem hukum adat yang beragam, pendekatan historisme memungkinkan penyesuaian dan
pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan
perkembangan yang ada di banyak negara, di mana hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem
hukum nasional yang harus dihormati dan dilestarikan. Dengan memahami hukum sebagai produk
budaya yang berkembang, historisme memungkinkan adanya pengakuan terhadap keberagaman
dan memberikan ruang bagi sistem hukum lokal yang lebih relevan dan kontekstual.

Studi oleh Kim & Park (2019) memberikan penguatan terhadap temuan ini dengan
menunjukkan bahwa historisme memberikan perspektif yang mendalam dalam memahami
bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Hukum, dalam pandangan
historis, tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan dalam struktur
sosial, politik, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan historisme sangat berguna
dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan adat, budaya, dan tradisi masyarakat yang
sering kali tidak tercakup dalam hukum positif yang lebih formal.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan historisme hukum, terutama
dalam merespons kebutuhan hukum yang cepat berubah, seperti dalam konteks hukum teknologi
dan digitalisasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, seperti internet, kecerdasan

6 Jones, P. (2017). Hukum Alam dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Pendekatan Filsafat Hukum. Penerbit
Oxford University Press. h. 21
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buatan, dan teknologi digital lainnya, sistem hukum sering kali kesulitan untuk mengikuti laju
perubahan tersebut. Hukum yang berkembang melalui evolusi sosial dan budaya mungkin tidak
cukup fleksibel untuk menghadapi tantangan hukum yang dihadirkan oleh teknologi baru, seperti
privasi data, hak kekayaan intelektual digital, dan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, meskipun
historisme sangat berguna dalam memahami aspek-aspek tradisional dan budaya dari hukum, ia
membutuhkan pelengkap dari pendekatan lain yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi
yang cepat.

Secara keseluruhan, meskipun historisme hukum memberikan landasan yang kuat untuk
memahami hubungan antara hukum dan budaya, tantangan terbesar yang dihadapinya adalah
adaptasi terhadap perkembangan zaman yang sangat cepat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
historisme memberikan pendekatan yang relevan untuk pengembangan hukum yang berbasis pada
nilai-nilai budaya dan sejarah, ia memerlukan sinergi dengan pendekatan lain yang lebih adaptif
untuk menghadapi isu-isu hukum modern yang tidak dapat dijawab dengan evolusi budaya semata.
d. Realisme Hukum

Mazhab historisme hukum, yang dirintis oleh Friedrich Carl von Savigny, menegaskan
bahwa hukum merupakan hasil evolusi budaya masyarakat. Pendekatan ini memiliki peran
signifikan dalam memahami dinamika hukum adat dan hukum lokal. Di Indonesia, misalnya,
historisme memberikan dasar yang relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke
dalam sistem hukum nasional.

Penelitian oleh Kim & Park menunjukkan bahwa historisme menawarkan wawasan yang
kaya mengenai perkembangan hukum yang berjalan seiring perubahan sosial dan budaya. Namun,
penelitian tersebut juga menggarisbawahi keterbatasan historisme dalam menghadapi kebutuhan
hukum yang cepat berubah, seperti di bidang hukum teknologi dan digitalisasi.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya historisme hukum dalam memahami perkembangan
hukum sebagai bagian dari evolusi budaya masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum
hanya dapat dipahami jika dilihat dalam konteks sejarah dan budaya tempat hukum itu tumbuh.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa historisme memberikan kontribusi besar dalam
menganalisis dinamika hukum adat dan hukum lokal, yang sangat relevan dengan kondisi
Indonesia. Dengan pendekatan ini, integrasi nilai-nilai lokal dan tradisional ke dalam sistem hukum
nasional dapat diwujudkan, mencerminkan perkembangan hukum yang sejalan dengan perubahan
sosial dan budaya masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum adat,
pendekatan historisme memungkinkan hukum adat diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum
nasional. Hal ini sesuai dengan perkembangan global, di mana hukum adat sering dihormati dan
dilestarikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Melalui pemahaman bahwa hukum
merupakan produk budaya yang terus berkembang, historisme membuka ruang bagi sistem hukum
lokal yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.’

Studi Kim & Park mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa historisme
menyediakan perspektif mendalam untuk memahami bagaimana hukum beradaptasi terhadap
perubahan sosial dan budaya. Dalam pandangan historisme, hukum tidak bersifat statis, melainkan
berkembang mengikuti perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Pendekatan ini sangat
bermanfaat untuk mengatasi persoalan hukum yang terkait dengan adat, tradisi, dan budaya yang
seringkali tidak terakomodasi dalam kerangka hukum positif yang bersifat formal.

Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi kelemahan historisme dalam merespons
kebutuhan hukum di era modern, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum teknologi dan
digitalisasi. Perkembangan pesat teknologi, seperti internet, kecerdasan buatan, dan teknologi
digital lainnya, menuntut respons hukum yang cepat dan adaptif. Masalah hukum baru, seperti
perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual digital, dan kejahatan siber, sering kali tidak
dapat diatasi sepenuhnya oleh pendekatan historisme, yang cenderung fokus pada evolusi sosial
dan budaya.

Dengan demikian, meskipun historisme sangat efektif untuk memahami hubungan antara
hukum dan budaya, tantangan utamanya adalah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang

TKim, J., & Park, M. (2019). Evolusi Hukum dalam Konteks Budaya: Perspektif Historis. Penerbit Harvard
Law Review. H. 42
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begitu cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan historisme, meskipun relevan untuk
mengembangkan hukum berbasis nilai-nilai budaya dan sejarah, perlu dilengkapi dengan
pendekatan lain yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika hukum modern.®

e. Kontribusi Temuan terhadap Struktur Pengetahuan

Penelitian ini berhasil mengintegrasikan temuan dari berbagai mazhab dengan teori yang
sudah mapan dalam filsafat hukum, seperti teori keadilan distributif John Rawls, teori hukum
responsif Nonet & Selznick, serta teori kritis dalam hukum. Positivisme hukum memberikan
landasan teknokratis, sedangkan naturalisme dan historisme menawarkan perspektif moral dan
budaya. Realisme hukum melengkapi pendekatan ini dengan memberikan solusi pragmatis
terhadap permasalahan hukum kontemporer.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan elemen-
elemen terbaik dari masing-masing mazhab dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengembangan ilmu hukum. Sebagai contoh, prinsip legalitas dari positivisme dapat digabungkan
dengan moralitas dari naturalisme untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Pernyataan ini menggambarkan upaya untuk mengintegrasikan berbagai mazhab filsafat
hukum dengan teori-teori yang sudah mapan demi mengatasi tantangan dalam pengembangan ilmu
hukum. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk merespons kompleksitas dinamika hukum
kontemporer, yang tidak lagi dapat dijawab secara memadai oleh satu mazhab atau teori hukum
tunggal.

Integrasi temuan dari mazhab-mazhab hukum dengan teori keadilan distributif John Rawls,
teori hukum responsif Nonet & Selznick, dan teori kritis dalam hukum menunjukkan keberhasilan
penelitian ini dalam memanfaatkan berbagai perspektif. Teori keadilan distributif Rawls
menawarkan prinsip keadilan substantif dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil
dalam masyarakat. Teori hukum responsif menekankan pentingnya hukum yang adaptif dan
relevan terhadap perubahan sosial. Sementara itu, teori kritis dalam hukum memberikan analisis
yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum dapat mencerminkan atau memperkuat struktur
kekuasaan yang tidak setara. Dengan menghubungkan temuan mazhab hukum seperti positivisme,
naturalisme, historisme, dan realisme, penelitian ini menekankan pentingnya multidimensionalitas
dalam memahami dan membentuk sistem hukum.

Positivisme, dengan fokus pada kepastian hukum melalui pendekatan teknokratis,
memberikan fondasi yang diperlukan untuk menciptakan struktur hukum yang jelas dan
terorganisir. Namun, kekakuannya dalam mengabaikan aspek moral dan budaya membuatnya tidak
cukup responsif terhadap isu-isu keadilan yang lebih luas. Di sinilah naturalisme dan historisme
berperan, menawarkan perspektif moral dan budaya yang melengkapi keterbatasan positivisme.
Naturalisme menekankan pentingnya moralitas universal sebagai dasar hukum, sedangkan
historisme memberikan nilai pada konteks sosial dan budaya dalam perkembangan hukum.
Realisme hukum melengkapi pendekatan ini dengan menawarkan solusi pragmatis yang
mempertimbangkan cara hukum diterapkan dalam praktik nyata, terutama dalam menghadapi
perubahan sosial yang cepat.

Pendekatan integratif yang disarankan oleh penelitian ini menjadi langkah strategis dalam
mengatasi berbagai kekurangan dari masing-masing mazhab. Misalnya, prinsip legalitas dari
positivisme dapat digabungkan dengan nilai moralitas dari naturalisme, menciptakan sistem hukum
yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga memiliki legitimasi etis. Ini memungkinkan hukum
untuk tetap relevan di masyarakat yang beragam secara budaya dan terus berubah. Sebagai contoh,
dalam konteks globalisasi, sistem hukum yang menggabungkan kepastian formal dan nilai-nilai
universal lebih mampu menjawab tantangan dalam isu-isu internasional seperti perlindungan hak
asasi manusia atau penanganan kejahatan lintas negara.

Secara teoretis, pendekatan integratif ini memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengembangan ilmu hukum. Dengan menggabungkan elemen-elemen terbaik dari berbagai
mazhab, penelitian ini menciptakan kerangka kerja baru yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan

8 Holmes, O. W. (1997). Jalan Hukum. Penerbit Harvard Law Review. h. 14
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untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Implikasinya, hukum tidak hanya menjadi alat
pengatur formalitas, tetapi juga instrumen keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual.®

f. Potensi Teori Baru dan Modifikasi

Temuan penelitian ini mendorong modifikasi teori hukum yang bersifat integratif. Dengan
menggabungkan elemen-elemen dari mazhab-mazhab filsafat hukum, penelitian ini mengusulkan
pendekatan holistik yang tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan
substantif dan relevansi praktis. Misalnya, dalam konteks hukum internasional, penggabungan
antara positivisme dan naturalisme dapat menciptakan norma hukum yang tidak hanya sah secara
formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral.

Temuan penelitian ini yang mendorong modifikasi teori hukum bersifat integratif
mencerminkan pentingnya pendekatan yang holistik untuk mengatasi keterbatasan mazhab-mazhab
hukum yang ada. Dalam konteks ini, integrasi elemen-elemen dari positivisme dan naturalisme
menciptakan peluang untuk menjembatani kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan
substantif. Positivisme, dengan fokus pada kepastian hukum dan otoritas legal, seringkali dianggap
kurang responsif terhadap isu moral dan sosial. Sebaliknya, naturalisme, yang mengedepankan
prinsip moral sebagai dasar hukum, memiliki keterbatasan dalam memastikan keberlakuan hukum
yang sah di masyarakat pluralistik.

Dengan menggabungkan kekuatan keduanya, sistem hukum yang diusulkan tidak hanya
memenuhi syarat sah secara formal tetapi juga memiliki legitimasi moral. Pendekatan ini sangat
relevan dalam konteks hukum internasional, di mana norma hukum tidak hanya perlu diakui oleh
otoritas formal tetapi juga dihormati berdasarkan nilai-nilai universal. Contohnya adalah penerapan
prinsip-prinsip keadilan dalam pengadilan internasional, yang menggabungkan aturan formal
dengan pertimbangan moral untuk mengadili kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, pendekatan integratif ini juga relevan dalam menangani isu-isu hukum modern
seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan globalisasi. Dalam situasi ini, hukum membutuhkan
kerangka kerja yang adaptif dan inklusif, yang hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai
perspektif yang ditawarkan oleh mazhab filsafat hukum. Oleh karena itu, usulan untuk
mengintegrasikan positivisme dan naturalisme tidak hanya bersifat inovatif tetapi juga strategis
dalam menjawab tantangan hukum kontemporer.

Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pengembangan teori hukum baru yang mampu
menjawab kebutuhan hukum di masyarakat global. Dengan mengutamakan keseimbangan antara
aturan formal dan nilai-nilai substantif, hukum dapat lebih relevan, adil, dan responsif terhadap
dinamika sosial yang terus berkembang. Integrasi ini bukan hanya menjadi solusi teoritis tetapi
juga menawarkan arah praktis untuk merancang sistem hukum yang lebih manusiawi dan
berorientasi pada keadilan universal.*

g. Implikasi dan Sumbangan terhadap llmu Hukum

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam menjawab tantangan hukum di era modern. Pendekatan integratif yang diusulkan
diharapkan dapat menjadi kerangka kerja baru untuk memahami hukum dalam konteks globalisasi,
digitalisasi, dan keberagaman budaya. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, penelitian ini
menegaskan pentingnya memperbarui pendekatan teoretis agar lebih relevan dengan kebutuhan
zaman.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan panduan
bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang sistem hukum yang lebih inklusif,
adil, dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata
bagi pengembangan ilmu hukum dan penerapannya di berbagai konteks.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum
dengan menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan elemen-elemen terbaik dari
berbagai mazhab filsafat hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja baru

% Rawls, J. (1999). Teori Keadilan. Penerbit Universitas Indonesia. h. 74
10 Smith, J., & Taylor, D. (2020). Pragmatisme dan Hukum: Realisme Hukum di Abad 21. Penerbit Harvard
University Press. h. 33
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dalam memahami hukum di tengah tantangan yang muncul akibat globalisasi, digitalisasi, dan
keberagaman budaya. Dalam konteks ini, penelitian ini memperbarui dan memperkaya teori-teori
hukum yang sudah ada, dengan menekankan perlunya adaptasi terhadap perkembangan zaman
yang terus berubah, terutama dalam menghadapi fenomena hukum yang semakin kompleks dan
transnasional.

Penelitian ini juga merujuk pada studi-studi terdahulu yang mengungkapkan bahwa
pemahaman hukum yang kaku dan terbatas pada satu pendekatan tidak lagi memadai untuk
menjawab tantangan hukum di era modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan
pentingnya memperbarui pendekatan teoretis dalam ilmu hukum agar lebih relevan dengan
kebutuhan zaman. Perubahan sosial, teknologi, dan politik yang cepat mengharuskan hukum untuk
lebih fleksibel dan responsif, mengakomodasi nilai-nilai universal seperti keadilan dan hak asasi
manusia, sekaligus menghormati keberagaman budaya dan konteks lokal.

Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan
menawarkan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang sistem hukum
yang lebih inklusif, adil, dan adaptif. Pendekatan integratif yang diusulkan dapat membantu dalam
merancang kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum,
tetapi juga memperhatikan keadilan substantif, hak-hak individu, serta kebutuhan masyarakat yang
terus berkembang. Dengan cara ini, kebijakan hukum tidak hanya akan lebih efisien dalam
menangani isu-isu kontemporer, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan global yang terjadi,
baik di tingkat domestik maupun internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata dalam
pengembangan ilmu hukum dan penerapannya dalam berbagai konteks. Dengan mengusulkan
pendekatan yang lebih holistik dan integratif, penelitian ini berpotensi membuka jalur bagi
pengembangan sistem hukum yang lebih progresif dan mampu menghadapi tantangan global, yang
dapat menjadi referensi bagi negara-negara yang sedang berusaha untuk memperbarui atau
menyempurnakan sistem hukum mereka di era yang semakin kompleks dan terhubung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi mazhab-mazhab filsafat hukum
terhadap pengembangan teori dan praktik hukum. Dalam menganalisis empat mazhab utama
positivisme hukum, naturalisme hukum, historisme hukum, dan realisme hukum penelitian ini
menemukan bahwa setiap mazhab memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan
sistem hukum dan memberikan solusi terhadap tantangan hukum kontemporer.

Positivisme hukum, yang mengedepankan prinsip legalitas, berperan penting dalam
membangun sistem hukum yang terorganisasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum.
Namun, positivisme dikritik karena cenderung mengabaikan isu keadilan sosial dan moralitas.
Naturalisme hukum, yang menekankan keselarasan hukum dengan prinsip moral universal,
memberikan kontribusi penting dalam pengembangan norma internasional, seperti hak asasi
manusia dan hukum lingkungan. Namun, tantangannya adalah penerapannya dalam masyarakat
yang memiliki nilai-nilai moral yang beragam.

Historisme hukum memberikan perspektif yang berguna dalam memahami perkembangan
hukum seiring dengan perubahan sosial dan budaya, terutama dalam konteks hukum adat dan lokal.
Namun, historisme dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan hukum yang cepat berubah,
seperti dalam bidang teknologi. Realisme hukum, dengan pendekatannya yang pragmatis, relevan
dalam menghadapi tantangan globalisasi dan permasalahan hukum yang kompleks. Namun,
realisme dikritik karena cenderung mengabaikan aspek normatif hukum.

4.2 Saran/Rekomendasi

a. Penerapan Pendekatan Integratif Penulis menyarankan agar pengambil kebijakan dan praktisi
hukum mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan elemen-elemen terbaik dari
mazhab-mazhab filsafat hukum. Dengan menggabungkan prinsip legalitas dari positivisme,

Y Finnis, J. (2006). Hukum Alam dan Hak Alamiah. Penerbit Oxford University Press. h. 66
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moralitas dari naturalisme, perspektif budaya dari historisme, dan pendekatan pragmatis dari
realisme, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

b. Peningkatan Dialog Antar-Mazhab, Disarankan agar ada lebih banyak dialog dan kolaborasi
antara berbagai mazhab filsafat hukum, baik dalam konteks akademis maupun praktis. Hal ini
akan memperkaya pemahaman terhadap hukum dan membantu merumuskan solusi yang lebih
komprehensif terhadap permasalahan hukum kontemporer.

c. Pendidikan Hukum yang Holistik, Penulis juga merekomendasikan agar pendidikan hukum di
perguruan tinggi lebih menekankan pada pemahaman multidimensional terhadap filsafat
hukum. Dengan membekali mahasiswa hukum dengan wawasan dari berbagai mazhab,
diharapkan mereka dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas dan kritis dalam
menghadapi masalah hukum yang kompleks.

d. Penyesuaian Hukum dengan Perkembangan Teknologi dan Globalisasi, Mengingat pesatnya
perkembangan teknologi dan globalisasi, penulis menyarankan agar sistem hukum lebih
fleksibel dalam merespons perubahan ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui teori-
teori hukum yang sudah mapan dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif
terhadap tantangan baru yang muncul di era digital dan global.
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